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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya pelaksanaan perkawinan
beda agama di Indonesia, perkawinan tersebut banyak menimbulkan masalah
hukum karena belum adanya aturan yang jelas mengenai hal ini, sehingga banyak
pihak yang melakukan upaya hukum. Pada tahun 2014 terdapat pihak yang
melakukan uji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut ke
Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menolak, sehingga status
perkawinan beda agam setelah putusan tersebut masih tidak ada kejelasan dalam
prespektif hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum huku
hukum yang digunakan oleh majelis hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 68/PUU-XII tahun 2014, mengetahui penemuan hukum pada Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014, dan akibat hukum Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun 2014 terhadap perkawinan beda
agama.

Kerangka berpikir pada penelitian ini berdasarkan pada dua teori, yaitu teori
kepastian hukum dan teori keadilan. kepastian hukum juga merupakan bagian dari
ciri negara hukum (rechsttstaat), dengan adanya kepastian Hukum maka warga
masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum. Dan Teori Keadilan
mencakup keadilan distributif, komutatif, dan legal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi.
Yaitu metode yang dapat digunakan bagi penielitian teks peraturan perundang-
undangan dan Putusan Pengadilan yang telah-memperoleh kekuatan hukum tetap
dengan pendekatan penafsiran hukum.

Hasil analisis Putusan Mahkamah 'Konstitusi Nomor 68/PUU-XII tahun
2014 adalah bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim
terhadap duduk perkara, alat bukti, ahli pemohon, saksi pemohon, dan pihak terkait
ditemukan sebuah fakta hukum bahwa alasan para pemohon tidak beralasan hukum.
Majelis hakim melakukan penemuan hukum dengan bentuk penerapan hukum,
menemukan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan menerapkannya
terhadap perkara yang diadilinya. Berdasaarkan Alinea Keempat Pembukaan UUD
1945, jo Pasal 28] UUD 1945 jo Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang No 1 974 tentang perkawinan tidak bertentangan dengan UUD
1945. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan ini adalah keabsahan
perkawinan beda agama yang tidak diakui, keabsahan kewarisan, dan berakibat
kepada penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak dapat diselesaikan secara
litigasi.



Abstract

This research is motivated by the many implementation of interfaith
marriages in Indonesia, such marriages cause many legal problems because there
are no clear rules on this matter, so many parties make legal efforts. In 2014 there
were parties who tested Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to the 1945
Constitution, precisely Article 2 paragraph (1) of the Law to the Constitutional
Court, but the Constitutional Court refused, so the marital status was different after
the decision is still unclear in the perspective of positive law in Indonesia.

This study aims to determine the legal considerations used by the panel of
judges in the Constitutional Court Decision Number 68 / PUU-XI11 in 2014, find out
the legal findings in the Constitutional Court Decision Number 68 / PUU-XII in
2014, and the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 68
/ PUU-XII of 2014 against interfaith marriages.

The framework of thinking in this study is based on two theories, namely
the theory of legal certainty and the theory of justice. legal certainty is also part of
the characteristics of the rule of law (rechsttstaat), with the certainty of the Law,
citizens will get legal protection. And Justice Theory includes distributive,
commutative and legal justice.

The research method used in this research is content analysis. That is a
method that can be used for researching the text of legislation and court decisions
that have obtained permanent legal force with a legal interpretation approach.

The results of the analysis of the Constitutional Court Decision Number 68
/ PUU-XII of 2014 were that based on legal considerations conducted by the judge
regarding the case, evidence, expert petitioners, applicant witnesses, and related
parties found a legal fact that the reasons of the applicants were groundless. The
judges make a legal discovery in the form of applying the law, finding the law in
the laws and regulations and applying it to the case he is trying. Based on the Fourth
Paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution, jo Article 28J of the 1945
Constitution jo Article 29 paragraph (1) of the 1945 Constitution that Article 2
paragraph (1) of Law No. 1 974 regarding marriage does not contradict the 1945
Constitution. The legal consequences arising from this ruling are the validity of
interfaith marriages that are not recognized, the legitimacy of inheritance, and result
in the settlement of marital disputes that cannot be resolved by litigation.
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